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BAB V 

  PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah yang 

sertipikatnya hilang; akan diberikan sertipikat pengganti sesuai dengan 

persyaratan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatur bahwa “atas 

permohonan Pemegang Hak, diterbitkan sertipikat baru sebagai 

sertipikat pengganti.” penggantian sertipikat yang rusak, hilang, masih 

menggunakan sertipikat kosong yang sudah tidak dimanfaatkan lagi, 

atau tidak diserahkan kepada pejabat yang menunjuk.” Jadi, jika Anda 

kehilangan Sertipikat Hak Milik Tanah, perlindungan hukum Anda 

adalah dengan mendapatkan Sertipikat baru yang diterbitkan sesuai 

dengan proses yang telah ditetapkan.  

2. Adapun prosedur pengajuan Sertipikat Pengganti yakni memenuhi 

persyaratan yang dibutuhkan, selanjutnya membuat surat pengantar di 

kantor Kelurahan, membuat surat kehilanggan di Kantor Kepolisian, 

melapor ke Kantor BPN, Pengambilan Sumpah, membuat 

Pengumuman di Lombok post (surat kabar), Pengukuran, Pencetakan 

dan Pembukuan, Penerbitan Sertipikat Pengganti. 
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B. SARAN 

Berdasarkan dari hasil penelitianini peneliti memberikan saran dengan 

tujuan meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan penerbitan sertipikat 

pengganti di Kantor ATR/BPN kota Mataram antara lain sebagai berikut: 

1. Bagi Kantor ATR/BPN kota Mataram 

Diharapkan lebih sering memberikan informasi kepada masyarakat 

bahwa sertipikat tanah sanggatlah penting sehingga masyarakat dapat 

menjaganya dengan baik, serta memberikan informasi mengenai rician 

biaya yang dikeluarkan untuk mengurus sertipikat pengganti sehingga 

masyarakat tidak salah paham dengan biaya yang dikeluarkan untuk 

mengurus sertipikat pengganti. 

2. Bagi masyarakat pemohon sertipikat pengganti 

Diharapkan kepada masyarakat yang kehilanggan sertipikat tanah dan   

melakukan permohonan sertipikat pengganti untuk dapat lebih aktif 

mencari informasi tentang permohonan penerbitan sertipikat pengganti 

di Kantor ATR/BPN kota mataram. 

3. Bagi pembaca  

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi media informasi bagi pembaca 

dan peneliti selanjutnya agar dapat dikembangkan Kembali terkait 

proses penerbitan sertipikat pengganti di Kantor ATR/BPN kota 

Mataram. 
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